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PUTUSAN
Nomor 2384/Pdt.G/2023/PA.TA
- 20,0 P
bl o
AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di
DUsSUN Kabupaten Tulungagung,
sebagai Penggugat;
Lawan
Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Dusun
..................................... Kabupaten Tulungagung, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 November 2023 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tulungagung, Nomor 2384/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 27 November
2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17
Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah
NO. o /XIl/2016 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan ..........ccceeeeeeviiivieneenins Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri dan bertempat di Dusun
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€elisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan
karena Tergugat tidak bertanggung jawab, karena Tergugat telah
membiarkan dan tidak lagi memberikan nafkah dan kebutuhan hidup
kepada Penggugat, dan penghasilan Tergugat bekerja tidak pernah
diberikan kepada Penggugat dan hanya digunakan untuk senangnya
sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juni
2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang
sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 2 tahun 6
bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya;
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gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, antara Penggugat adan Tergugat masih 1 alamat

karena Tergugat bekerja di Surabaya dan kos di Surabaya dengan

berpindah-pindabh;

- Bahwa benar, selama ini pisah tempat tinggal ini, Tergugat seminggu

sekali atau 2 minggu sekali dating ke rumah orangtua angkat Penggugat

untuk menengok anak dan bermalam (datang sore, balik ke Surabaya
sesuai jadwal kereta);

- Bahwa selama selama pisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan tersebut

Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke orangtua

Pengggugat dan sudah pasrah untuk tidak melanjutkan rumah

tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT
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Kartu Tanda Penduduk atas nama ..................... ,

..... , tanggal 22-01-2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim,

enﬁ ngagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

Ialu%l Ketua Majelis diberi tanda P.1;

otr@e{) Kutipan Akta Nikah, NOMOF ..........ccccccovvverererienen. IXI1/12016
<

Desember 2016, vyang dikeluarkan oleh kepala

........................ Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur,

aksi 1, Saksi I, umur 66 btahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di DUSUN .......ccoooviiiieeeeiiiiieeenn, Kabupaten Tulungagung, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Ayah Angkat Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri  sah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan
bernama: ... , umur 5 tahun, sekarang ada
bersama Penggugat dan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2021 antara Penggugat
dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan
Tergugat tidak memberi nafkah dan kebutuhan hidup kepada
Penggugat, Penghasilan Tergugat untuk kebutuhannya sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun 6 bulan, Tergugat
kerja di Surabaya kos sedangkan Penggugat di rumah Saksi, namun
seminggu sekali atau 2 minggu sekali Tergugat dating untuk menengok
anaknya;

- Bahwa sewaktu Tergugat menjenguk anaknya tersebut, biasanya
nginap dirumah saksi karena di rumah saksi ada kamar 4, dan baliknya
ke Surabaya besok siangnya sesuai jadwal kereta;
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Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke saksi dan

k akan melanjutkan rumahtangganya dengan Penggugat;

s ksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
idak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
umur 46 btahun, agama Islam, pekerjaan ................
@ftempat tinggal di Dusun ................ RT. 004 RW. 001 Desa
matan ...........ccceeeeeeiiii Kabupaten Tulungagung, di
emberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kasun di
tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah dan bernama ...........cccccceveiiiiiineneennns , umur 5 tahun, diasuh
oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak
memberikan nafkah dan kebutuhan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun 6 bulan, Tergugat
kos di Surabaya untuk kerja sedangkan Penggugat di rumah orangtua
angkatnya (saksi 1), tetapi Tergugat biasanya 2 minggu sekali datang
untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa sewaktu Tergugat menjenguk anaknya tersebut, biasanya
nginap semalam dirumah orangtua angkat Penggugat, besoknya baru
balik ke Surabaya dengan kereta untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah tahu Penggugat menggugat cerai Tergugat,
dan Penggugat juga sudah diserahkan keorangtua Penggugat;
- Bahwa saksi juga keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup
untuk mendamaikan lagi;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada
gugatannya dan mohon putusan;
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Anjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
alem berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

san ini;

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan
kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :

AU GRY i s oy o S s 0 Sa D 3
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siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,

elah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan
selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi
nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai

purna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
rang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

etentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan
Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan

saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah  suami istri
bernama ... , umur 5 tahun, ada dalam asuhan
Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus sejak sejak Januari 2021;

3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak
bertanggung jawab, karena Tergugat telah membiarkan dan tidak lagi
memberikan nafkah dan kebutuhan hidup kepada Penggugat, dan
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&'gugat bekerja tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan
untuk senangnya sendiri;

nggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu
Aang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 2 tahun 6

akta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah
berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan
selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun 6 bulan, sehingga keduanya tidak
mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang
baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248

yang berbunyi sebagai berikut:
are (31 Y Laa W) S5 5 P i) P s Pin ol sdla) eacifil g
2, s Ll Legiy 5Ll (. ol e 5 gl B 8yl o
Artinya :"Jka gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
istri  tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan

talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
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undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1
Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
nggota | Hakim Anggota |l

rs. H. Mugoddar, S.H. Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 100.000,00

Panggilan Rp 660.000,00

PNBP Rp 20.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 830.000,00 UNTUK SALINAN

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) PENGADILANAGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2023/PA.TA
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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